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ABSTRAKSI

ANGGUN DWI RAMADHANI, Hukum Administras Negara, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Mei 2012, Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Dalam
Penerapan Aspek Keadilan Pada NJOP PBB Pedesaan dan Perkotaan Berdasarkan UU NO 28
Tahun 2009.Agus YuliantoS.H M.H , Tunggul Anshori S.N,S.H M,H

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaarpakarujenis pajak Pusat yang
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah KabupatenKaaa yang selanjutnya disebut pajak
Daerah sebagaimana diatur dalm UU No 28 Tahun B&@i@ng PDRD yang berlaku tanggal 1
januari 2010. Dari latar belakang tersebut pernahsal yang diangkat dalam penelitian ini
adalah bagaimana penerapan NJOP PBB Pedesaan rtata®e oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Malang Utara dalam aspek keadilan dan apabdtan dalam pelaksanaan
pelaksanaannya tersebut dan apa upaya yang dilakuka

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan wumdsiologis dan analisa data
dengan menggunakan deskriptif analisis. Lokasi [gemya di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Malang Utara dengan alasan bahwa kantayd?an pajak adalah lembaga yang diberi
wewenang oleh negara dalam pembayaran pajak. danisumber data dalam penelitian ini
adalah jenis data primer yang digali langsung derxtser dan lokasi penelitian di KPP Malang
Utara dan jenis data sekunder Studi kepustakaag ggreroleh dari dokumentasi di lokasi
penelitian, perpustakaan serta hasil penelusuramteinet. Teknik pengumpulan data yang
diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan caawamcara dengan Kantor Pelayanan Pajak
malang Utara yang terkait dengan permasalahan penegliti akan teliti. Populasi yang diampil
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara panulis menarik sampel yaitu upaya
Kantor Pelayann pajak dalam penetapan njop pblkepash dan perkotaan. Teknik analisis data
yang digunakan adalah teknik deskriptif analisiguydengan cara menggambarkan keadaan-
keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan kemadiiambil kesimpulan dan kejelasan yang
merupakan hasil analisis berdasarkan kenyataampeianasalahan yang diteliti.

Hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajakrigalitara antara lain banyaknya
wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak dikakan tidak mempunyai penghasilan,
Upaya yang dilakukakan jika tidak sesuai dengardisbrli lapangan baik NJOP bangunan dan
tanah maka bias dilakukan pengajuan keberatarnatasrsebut.

Kesimpulan dari penulis adalah Pajak Bumi dan BamguPedesaan dan Perkotaan
merupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan lepadnerintah Daerah Kabupaten dan Kota
yang memberikan pemasukan bagi daerah untuk memakasakeuangan daerah maupun kas
negara sendiri, pajak dapet juga digunakan untukbpegunan daerah disegala bidang,baik
dibidang kesehatan,pendidikan,maupun dalam pernygéeaan kerja pemerintah daerah. Upaya
yang dilakukan oleh kantor pajak pratama malangauti@lam menyikapi kebijakan baru ini
adalah dengan segera membenahi dan melengkapa degalrangan yang ada, karena segala
hambatan dianggap sebagai tantangan dan segalakgin menjadi peluang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yangjloantuntuk mewujudkan keadilan,
kemanfaatan, atau kepastian hukum, bukan hanganda¢ntuk kaidah yang tertulis, tetapi juga
tercermin dalam pelaksanaannya bagi seluruh bahuyd@nesia. Negara juga mempunyai
kewajiban yang paling utama yaitu melindungi rakg@ngan segala kepentingannya dan
menyediakan sarana serta fasilitas yang diperlukemtuk mempelancar pelaksanaan
pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada rakgatpertahankan hukum, memelihara
ketertiban dan keamanan negara. Untuk dapat melakasa kewajiban-kewajiban tersebut
negara membutuhkan berbagai sumber penghasilantisepeghasilan perusahaan-perusahaan
yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerinla¢rah, penghasilan dari barang-barang
milik negara, penghasilan dari denda dan sitaaangakarena suatu pelanggaran, hibah dan
sumbangan dari negara lain atau organisasi intemasnaupun penghasilan dari hak-hak waris
dan penerimaan dari berbagai macam pajak, retribesi cukai serta bentuk-bentuk pungutan
lainnya. Dari sumber-sumber penerimaan negara bietrseajak merupakan sumber yang

menunjukkan bahwa penerimaan pajak terus mengaknmgkatan.

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup pebtagi penerimaan negara guna
pembiayaan pembangunan dan sebagai sumber pripgtafanaan pembangunan di berbagai
bidang. Dengan pajak nasional sistem pajak yanigkaesaat ini akan disederhanakan, dimana

penyederhanaannya tersebut mencangkup jenis pajdlpajak dan cara pembayaran pajak.



Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaampakean jenis Pajak Pusat yang
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah KabupatenKdéa yang selanjutnya disebut Pajak
Daerah sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahu® 280tang Pendapatan Daerah dan
Retribusi Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 JariHdO. Pelaksanaan pelimpahan PBB
Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerahutdillikukan secara bertahap, yang diatur
oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan MeradainDNegeri dalam jangka waktu paling
lama 4(empat) tahun sejak diberlakuknya UU Pendap®aerah dan Retribusi Daerah atau
sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai waktu palima lenggal 31 Desember 2013, artinya pada
tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunanosdkérdesaan dan Perkotaan sudah

diterapkan secara menyeluruh di seluruh Pemerbéaiah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Beberapa hal pokok mengenai Pajak Bumi dan BangBedesaan dan Perkotaan menjadi
Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 77asatepgan pasal 84 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RisirDaerah yang terdapat perbedaan atau
persamaannya jika dibandingkan dengan Pajak BumBaagunan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Wadadang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Pajak Bumi dan Bangunan ada bebearap hglpglu dicermati. PBB Sektor Perdesaan
dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah berlaku sejndari 2010. Namun demikian, dalam
aturan peralihan dinyatakan bahwa peraturan PBBoSé&lerdesaan dan Perkotaan sesuai UU
PBB masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desentldd, Zepanjang belum ada Peraturan

Daerah tentang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Dibandingkan dengan UU Pendapatan Daerah danbRBsgtiDaerah lama, maka terdapat

penambahan 3 (tiga) jenis pajak Kabupaten/ kotg yeanu, yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan,



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPH&B)Pajak Sarang Burung Walet. Jenis
pajak yang selama ini dipungut oleh pusat, yaitlB FBedesaan dan Perkotaan dan BPHTB,
sedangkan Pajak Sarang Burung Walet dapat dipuwightbeberapa daerah apabila memiliki

potensi pajak yang memadai, 3 jenis pajak Kabup&tea yang baru :

1. PBB Perdesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hameeiuruh penerimaannya
diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan dkilitda pengelolaan keuangan
daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotabinkan menjadi pajak daerah.
Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, daami@ngan masih merupakan
pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB PerdesaarPddiotaan menjadi pajak daerah,
maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkabagai pendapatan asli daerah

(PAD).

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun gelbasilnya diserahkan kepada
daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengefol&auangan daerah, BPHTB
dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTBagsb pajak daerah akan
meningkatkan PAD.

3. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajataidsaru, yang dapat dipungut oleh
daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari kdban dan perkembangan sarang
burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang meinpiotensi sarang burung walet

yang besar akan dapat meningkatkan PAD.



Dalam masa transisi tahapan pelimpahan tersebtgéntkan tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang telah diaftam dJndang-undang 12 tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telahiddengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 termasuk peraturan pelaksanaannya neasp berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2013, sepanjang dalam kurun waktu terde#luin ada Peraturan Daerah yang
mengatur tentang hal tersebut. Sejak berlakunyaPdhidapatan Daerah dan Retribusi Daerah
pada tanggal 1 Januari 2010 ada daerah yang sudaérapkan PBB sektor Perdesaan dan
Perkotaan tersebut sebagai Pajak Daerah, yaitu Kialang. Walaupun ada permasalahan-
permasalahan yang muncul, namun pendapatan asihdaetuk Malang yang berasal dari PBB
P2 sudah 100%(seratus persen) menjadi milik Petaridaerah Malang, dan tentunya hal itu
bisa menjadi contoh atau pilot project bagi daetaérah lain dalam memungut PBB P2.

Pemerintah daerah dengan adanya otonomi ditunttikumempunyai kemampuan
mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam memtamaiana pembangunan, pelaksanaan
maupun anggaran biaya dan tenaga pelaksanaan. a@iaumpajak dapat dilakukan dengan
memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasmingkatkan efisiensi administrasi
dan menekan biaya pemungutan dan meningkatkanitegppenerimaan.

Eksistensi PBB tidak hanya penting sebagai suméeenmaan daerah, tetapi juga strategis
dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai depgilatan dan kehidupan masyarakat. Seperti
diketahui hampir semua kegiatan manusia berlangduats bumi dan terkait dengan persoalan
bumi dan bangunan. Oleh karena itu, segala segaatyiberkenaan dengannya sangat sensitive
bagi masyarakat. Dan sampai saat ini pengelolad d?Bhdonesia masih menggunakan sistem
terpusat karena berbagai pertimbangan yang telaheméhi tujuan pokok dari perpajakan. Dan

sampai sejauh ini pula bentuk pengelolaan adalgugat dalam pengertian bahwa peraturan



perundangannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusatinestiasi dikelola pada level nasional
walaupun Pemerintah Daerah dalam beberapa hdlaerpalagi saat ini dengan dikeluarkan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dadem Retribusi Daerah (PDRD)
dimana salah satu jenis pajak pusat yang kewenapgamngutannya dilimpahkan kepada
pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah Pajak dan Bangunan sector Perdesaan dan
Perkotaan. Namun untuk saat ini, pelaksanaan PB#fhma@engacu pada aturan yang ditetapkan
oleh pusat, ini dikarenakan pada saat ini daerasihmmaelakukan pengalihan. Oleh karenanya
pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi gagaah tidak dilakukan secara serentah
seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetdy@pan pengalihannya diatur lebih lanjut
oleh Mentri Dalam Negeri bersama-sama Menteri Kgaanhal ini dilakukan supaya proses
pengalihan tersebut benar-benar dipersiapkan adeteRntah Daerah Kabupaten/Kota, baik dari
sisi peraturan pelaksanaan yang menjadi payingrukerangkat lunak dank eras, dan sumber
daya manusia yang akan mengelolanya, sehingga Igemgpajak pusat menjadi pajak daerah
tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru yagrgbwabani masyarakata wajib pajak dan
Pemerintah Daerabh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penwdisgambil sebuah judulUpaya Kantor
Pelayanan Pajak Kota Pratama Malang Utara dalam Peerapan Aspek Keadilan Pada

Penetapan NJOP PBB Pedesaan dan Perkotaan BerdasarkUU No 28 tahun 2009”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makat @fmumuskan permasalahan sebagai

berikut :



. Bagaimana upaya penerapan penentuan NJOP PBB apeddsn perkotaan oleh kantor
pelayanan pajak pratama malang utara, sudah sabu#gkgan aspek-aspek keadilan?

. Apa hambatan yang dihadapi kantor pelayanan pagthpa malang utara dalam upaya
penerapan NJOP PBB Pedesaan dan Perkotaan damBagaipaya dalam menghadapi

hambatan tersebut?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkagiedelumnya maka tujuan

penelitian ini adalah :

a. Untuk menganalisis pemungutan pajak njop pbb peardsdan perkotaan yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maldtara telah mencerminkan
sistem keadilan bagi seluruh wajib pajak Pajak Bdam Bangunan.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktorgyamenjadi penghambat dan
upaya dalam menyelesaikan aspek keadilan padaagpameNJOP Perdesaan dan
Perkotaan bagi pemerintah maupun wajib pajak PBjaki dan Bangunan dalam

mewujudkan keadilan sistem perpajakan.

. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

a. Manfaat teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahdan pengembangan
ilmu hukum pada khususnya ilmu Hukum Administrasegllra, yakni tentang

penerapan aspek-aspek keadilan pada penentuan PBB®Pedesaan dan Perkotaan.

. Manfaat praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang

Diharapkapkan hasil penelitian yang dilakukan ofgmulis dapat memberikan
masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mdaldag dalam memberikan
penilaian penerapan aspek-aspek keadilan penemid@P PBB Perdesaan dan

Perkotaan.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ytienini dapat memberikan
manfaat ataupun menambah wawasan bagi Wajib Paj@ndmencapai keadilan

dalam perpajakan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ytiendapat dijadikan sebagai
sumber informasi atau bahan referensi yang dapgatikiin sebagai dasar dan

pertimbangan penelitian berikutnya dengan obyeleltéan yang sama.



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yangs jelan terarah mengenai
penyusunan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika alur pembahasan yang terbagi

dalam :

BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalajuat yang dilakukannya

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika e

BAB Il KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan berbegeep yang berkaitan
dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penuligeum ini. Sumber
penulisan bab ini adalah berbagai bahan pustakg yaengacu pada pokok

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisamrhinku

BAB llI: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatkasi penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, populassdarpel, teknik analisis data,

serta definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



BAB V:

Dalam bab ini dituliskan laporan rinci pelaksan&agiatan dalam mencapai hasil
berikut hasil-hasil kajiannya. Data yang diperoldiolah sesuai fakta-fakta

empirik dalam upaya pengambilan kesimpulan.

PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari semua pemtahasntang permasalahan
yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab sebgta dan berisi saran
yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berganabermanfaat bagi

semua pihak.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Pengertian Pajak
1. Pengertian Pajak menurut :
a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

1) Pajak adalah iuran rakyat kepada khas negara ifpeamakekayaan dari sektor
swasta ke kantor pemerintah) dengan tidak mendagattimbal (tegen prestise)
yang langsung dapat di tunjuk dan digunakan unt@minayai pengeluaran
umum.

2) Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat keklags negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan suplusnya digunakan untukbragmai public investment.

b. Dr. Soeparman Soemohamijaya

Pajak adalah iuran wajib pajak berupa uang ataanigayang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biay@uksi barang-barang dan

jasa kolektif mencapai kesejahteraan umum.

c. Prof. Dr. Djajadiningrat
Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkaagsebkekayaan negara karena
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang mémbémdudukan tertentu

d. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.

Pajak adalah pemungutan oleh pejabat pajak kepajpla pajak tanpa prestasi secara

langsung dan bersifat n 17 ksa sehingga penagihaipglesakan.

e. Santoso Brotodiharfo

. Bambang Sungojono, metodologi penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, him 119.



Hukum Pajak juga disebut hukum Fiskal adalah kegkan peraturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan sasgatan menyerahkannya
kembali kepada masyarakat melalui kas negara sgdirsg merupakan bagian dari
hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan huaéntara negara dan orang-
orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajibanbangar pajak (selanjutnya
disebut sebagai wajib pajak).

f. Bohari
Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yanggater hubungan antara
pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sepagdbayar pajak. Dengan kata
lain, hukum pajak menerangkan :
1. Siapa-siapa wajib pajak (subyek pajak),
2. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak),
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah,
4. Timbulnya dan hapusnya utang pajak,
5. Cara penagihan pajak, dan

6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradijak

g. Erly Suandy
Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publikgyarengatur hubungan antara
penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyatasgbambayar pajak (wajib
pajak).
2. Pengertian Pajak menurut Undang-Undang :

a. Undang-Undang Perpajakan Nasional

2 Tunggul Anshari SN,Pengantar Hukum Pajak,Bayumedia Publishing,Malang 2008, him 47



Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara beka@sandang-undang dengan tidak
mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunprk digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum (routin) dan pembangunan.

b. Wajib Pajak
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yangume ketentuan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan jKeava perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

c. Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangpakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usamg yneliputi perseroan
terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnynbasaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kohkggerasi, dana pensiun,
perkutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masganisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usahg tdapentuk usaha lainnya.

d. Pengusaha
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalatwkbegma pun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, meogibarang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan badailglkerwujud dari luar daerah
pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkadgaisaar daerah pabean.

e. Pajak yang terutang



Pajak yang terutang adalah pajak yang harus diljgg@a suatu saat, dalam masa pajak,
dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajakumnmien ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

f. Surat Pemberitahuan
Surat pemberitahuan adalah surat oleh Wajib Pajgkindkan untuk melaporkan
perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pdgakatau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

3. Fungsi Pajak’

Sebagaimana ada dalam kajian hukum pajak, pajakpomgyai fungsi-fungsi sebagai
upaya pengendalian kehidupan masyarakat agar sesugan ketetapan peraturan yang telah

ditentukan oleh pemerintah. Adapun fungsi pajakgydiberlakukan ; yaitu :

a. Fungsi anggaran (fungsi budgeter)
Fungsi anggran merupakan sebagai alat untuk memfma dari masyarakat untuk
dimasukkan ke dalam kas negara dengan cara menaasulkg ke kas negara sebanyak-
banyaknya untuk keperluan belanja negara.

b. Fungsi mengatur(regulerend)
Fungsi mengatur sebagai alat penggerak masyarakandarana perekonomian untuk
meningkatkan kesejahteraanrakyat dengan cara meakgu pajak untuk mendorong
dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar segiagan rencana dan keinginan
pemerintah.

c. Fungsi sosial

: Tunggul Anshari SN,Pengantar Hukum Pajak,Bayumedia Publishing,Malang 2008, him 12



Fungsi sosial dimaksudkan agar hak milik perseaarygng diakui dan pemanfaatannya
tidak boleh Dbertentangan dengan kepentingan mdstardengan menyesuaiakan
besarnya pemungutan pajak dengan kekuatan seseorakgdapat mencapai kebutuhan

setinggi-tingginya setelah dikurangi kebutuhan rm

4. Penggolongan pajak’
Menurut Administrasi Perpajakan

Menurut Administrasi Perpajakan dapat di golongkenjadi dua, yakni pajak langsung
dan pajak tidak langsung. Kedua pajak tersebutildit [dari segi yuridis dan segi

ekonomis.

a. Pajak Langsung
1) Dari segi yuridis
Suatu pajak yang diungut secara periodik (setiaprtatau setiap masa), yaitu secara
berulang-ulang berdasarkan suatu penetapan danohierkMisalnya pajak
penghasilan(PPh).
2) Dari segi ekonomis
Suatu pajak dimana beban pajaknya tidak bolelmgidhkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

1) Dari segi yuridis

4Tunggul Anshari SN,Pengantar Hukum Pajak,Bayumedia Publishing,Malang 2008, him 18



Suatu pajak yang dipungut secara isidential, yp#ida saat adanya tatbestand
(berupa suatu keadaan, perbuatan, dan peristivg ya@ngakibatkan uang pajak
timbul) dan tidak menggunakan kohir.

Misalnya bea materai, pertambahan nilai atas batangasa.

2) Dari segi ekonomis

Suatu pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengafihbeban pajaknya kepada
pihak lain, artinya antara mereka yang menjadibvpgijak dengan yang benar-benar

memikul beban pajak itu merupakan pihak yang berbed

5. Sistem Pemungutan Pajak
Adapun macam-macam sistem pemungutan pajak, yaitu :
a. Menurut Waktu Pemungutan
Menurut waktu pemungutannya, pajak dapat dibedat@madi dua, yaitu:
1) Pertama, voorheffing yaitu pemungutan pajak yarngkdkan pada awal tahun
pajak;
2) Kedua, naheffing yaitu pemungutan pajak yang dkakupada akhir tahun pajak.
b. Menurut Dasar Penetapan Pajak
Menurut dasar penetapan pajak, di kenal tiga sisyaitu :
1) Sistem Fiktif (Anggapan)
Pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hu&tam anggapan tertentu,

karena itu dalam sistem ini memakai cara pemungpggak vooeheffing. Dasar

2 Tunggul Anshari SN,Pengantar Hukum Pajak,Bayumedia Publishing,Malang 2008, him 53



yang digunakan adalah keadaan yang mendekati seganayaitu dengan
memakai cara menganggap bahwa penghasilan yamgnaiteeorang wajib pajak
sama besarnya untuk setiap tahun pajak.
2) Sistem Riil (Nyata)
Pemungutan pajak didasarkan atas keadaan ataugsdaghyang nyata, yaitu
penghasilan yang diterima atau di peroleh sebenadayam tahun pajak yang
bersangkutan.
6. Perlawanan Pajak®

Adapun jenis perlawanan pajak dapat di golongkanjawiedua, yaitu :

a. Perlawanan pasif terhadap pajak terjadi jika memigad dan mempersulit pungutan
pajak yang disebabkan oleh :

1) Struktur ekonomi suatu negara. Bagaimana juga,ilapabatu negara bercorak
agraris, maka rakyatnya tidak biasa menggunakarmaje@en bisnis sehingga
mereka tidak biasa membuat kalkulasi harga, labag ydiperkirakan, dan
sebagaimananya. Sementara itu, pada negara yaogrddenndustri rakyatnya
biasa memasukkan pajak dalam unsur harga penjunalastri.

2) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Radamnya, pendidikan
rakyat di negara yang bercorak industri sehingggatadi negara yang bercorak
agraris pemahaman terhadap hukum dan pajak relaéihg.

3) Teknik pemungutan pajak. Pembayaran pajak sangatpedigaruhi oleh
tersediannya uang yang baru didapat (misalnyaasetsjian, setelah panen, dan
lain-lain),karena itu pemungutan pajak hendaknyanperhatikan wajib pajak

setelah mendapatkan uang.

6Tunggul Anshari SN,Pengantar Hukum Pajak,Bayumedia Publishing,Malang 2008, him 76



b. Perlawanan aktif terhadap pajak, bila perbuatamu atsaha untuk mempersulit
pumgutan pajak yang secara langsung itu ditujkgada fiskus dan bertujuan untuk
menghindari pajak. Dengan bentuk-bentuk perlawanan

a. Tax avoidance yaitu usaha untuk meringankan bebgk plengan tidak melangggar
undang-undang. Hal ini dilakukan dengan jalan “§at§ yaitu mengurangi atau
menekan konsumsi terhadap barang-barang yang d#enpajak, artinya tidak
melakukan hal-hal yang dikenakan pajak;

b. Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajagatiecara melanggar undang-
undang;

c. Pengelakan atau penyelundupan pajak yaitu usahbugien atau tindakan
sedemikian rupa agar tidak dikenakan pajak atalplau terpaksa harus membayar
pajak di tekan sedemikian rupa pada tingkat sereneladahnya. Misalnya berusaha
memberitahukan penghasilannya secara sembunyi-sgmdan tidak jujur;

d. Melalaikan pajak yaitu menolak membayar pajak yehgh ditetapkan dan menolak
memenuhi formalitas-formalitas yang sudah ditemuksdang-undang. Misalnya

acuh tak acuh terhadap pajak.

B. Kajian Umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan &kotaan’

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yangifaerkebendaan dalam arti
besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaaekojgitu bumi / tanah dan atau
bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayak idé menentukan besarnya

pajak.

7 http://kumpulan-artikel-menarik.blogspot.com/2011/05/pengertian-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb.html diaskes
pada tgl 23 Maret 2012




a. Subyek pajak dari pajak Bumi dan Bangunan adalah :
1) Mempunyai suatu hak atas bumi,

2) Memperoleh manfaat atas bumi,

3) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan

4) Memperoleh manfaat atas bangunan

Subyek pajak sebagaimana dimaksud diatas yang ak&aenkewajiban membayar

pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang.

Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

b. Obyek PBB adalah “Bumi dan/ atau bangunan”:

1) Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubumi yang ada
dibawahnya, Contoh: sawah, ladang, kebun, tanaéwrgegan, tambang, dll.

2) Bangunan Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkanara tetap pada
tanah dan/ atau perairan di wilayah Republik Ingane
Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat ugpgtung anjungan minyak
lepas pantai, dll

c. Obyek Pajak PBB yang dikecualikan adalah ;

Digunakan semata —mata untuk melayani kepentingamudibidang ibadah, sosial,
pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak disogkan untuk memperoleh

keuntungan, seperti; masjid, rumah sakit, sekqahti asuhan, candi, dan lain-lain.

1) Digunakan untuk kuburan,

2) Digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggaldralaia.



3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wigatagn nasional, dan lain-
lain.
4) Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan ssdaimbal balik dan
Organisasi Internasional yang ditentuikan oleh Mer€euangan.
2. Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunar?

a. Yang dijadikan alasan untuk dipungut PBB adalah :

1) Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai uadadgng yang berasal dari
zaman kolonial adalah tidak sesuai dengan pancasila

2) Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas Hhakta gerak sehingga
membingungkan masyarakat

3) Undang-undang yang berasal dari zaman kolonialnbdalesukar dimengerti oleh
rakyat

4) Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahasihnertulis dalam Bahasa
Belanda dan perubahan tertulis dalam Bahasa Indore=dangkan terjemahannya
resmi tidak ada

5) Undang-undang zaman kolonial tidak lagi sesuai dengspirasi dan kepribadian
bangsa indonesia

6) Undang-undang yang lama kurang memberikan kepdastikumm.

b. Yang menjadi tujuan PBB adalah :

1) Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pafakgga mudah dimengeti
oleh rakyat

2) Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutark @afes harta tak gerak dan

sekalian menyerasikan pajak atas harta tak gersé&ndua daerah

® Rochmat Soemitro & Zainal,Pajak Bumi dan Bangunan him 4



3) Memberikan kepatian hukum kepada masyarakat, sghirgkyat tahu sejauh mana
hak dan kewajibannya, menghilangkan pajak ganda ytanadi sebagai akibat
berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama

4) Memberikan penghasilan kepada daerah yang samgadudian untuk menegakkkan
otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah

5) Menambah penghasilan bagi daerah

3. Pengaturan PBB di Dalam UU No. 28 Tahun 2009 TentgnPDRD
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satahsember pendapatan daerah
yang penting guna membiayai pelaksanaan pemermtdaarah dan dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ké&mandaerah, maka perlu
dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan penet#udf pajak. Atas dasar
pertimbangan tersebut, maka Pemerintah mengeludkdnNo 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)

4. Persamaan dan Perbedaan pengenaan PBB P2 berdasankddU PDRD dengan
Uu PBB®
a. Persamaan
Beberapa persamaan mengenai ketentuan pemunguiarsdtiagai Pajak Pusat dan

PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daelpalgas berikut:

1 http://www.ikpi.or.id/content/ pengenaan pajak-bumi-dan-bangunan-sektor-pedesaan-dan-perkotaan-serta
diaskes pada tgl 23 Maret 2012




1) Pendaftaran Objek dan Subjek PBB dan penerbitaim $BB

2) Pengertian tentang bangunan sebagai objek PBB
Pengertian tentang “Bangunan” dalam UU PBB ada pmal penjelasan, tetapi
dalam UU PDRD langsung diuraikan dalam klausal agah ditambah jenis
bangunan “menara” sebagai pengganti dari jenisilitess lain yang member
manfaat”
Objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB Secamanutidak ada perbedaan,
tetapi dalam UU PDRD ada penegasan tentang objal yalak dikenakan PBB P2
yaitu objek pajak yang digunakan Pemerintah danrdbaentuk penyelenggaraan
pemerintahan

3) Dasar Pengenaan Pajak

4) Pengertian tentang NJOP

5) Saat, Tahun dan Tempat Terutang Pajak.
b. Perbedaan

Beberapa persamaan mengenai ketentuan pemunguBasePBgai Pajak Pusat dan PBB

Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerahasiedalut:

1) Sektor yang dikenakan PBB
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkei@dalah Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimatiaa oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiataaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

2) Kewenangan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak(NJEBB Perdesaan dan

Perkotaan



Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan RBBesaan dan Perkotaan yang

besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiagalgan, dan satu tahun untuk objek

pajak tertentu sesuai dengan perkembangan wilagahny

3) Tarif Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkatdaetapkan paling tinggi

0,3%(nol koma tiga persen) yang ditetapkan dengeratédan Daerah(Perda).

Penerapan tarif pajak tersebut diatas, dimana patddausul yang menyebutkan *“

paling tinggi”, apabila kita cermati mempunyai bedpa makna yang memungkinkan

timbul permasalahan di masyarakat, yaitu:

4) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBBdesaan dan Perkotaan

a)

b)

Untuk memberi rasa keadilan di masyarakatfaptean Nilai Jual Objek
Pajak Tidak kena Pajak(NJOPTKP) yang besarnya galeamdah Rp.
10.000.000(sepuluh juta rupaiah) untuk setiap wapak. Ketentuan
tentang NJOPTKP tersebut ditetapkan dengan PenaRaarah. Berbeda
dengan ketentuan dalam UU PBB NJOPTKP ditetapkandisesuaikan
oleh Menteri Keuangan tanpa melalui persetujuan DPR

NJOPTKP untuk Pajak Bumi dan Bangunan PerdesaanPerkotaan
sebagaimana dimaksud UU PDRD digunakan untuk pangudari Nilai
Jual Objek Pajak Bangunan, bukan sebagai pengind@¢ Total (Tanah
dan Bangunan).

NJOPTKP diberikan kepada setiap wajib pajakanugetiap objek pajak.

Apabila wajib pajak orang pribadi atau badan mempuhak, memiliki,



menguasai dan/atau memperolen manfaat dari tanafatda bangunan

lebih dari satu objek, maka hanya diberi pengusatg kali saja.

12 Cara Menghitung dan Menetapkan PBB Perdesaan dan Peotaan

Pemerintah mengeluarkan UU No 28 Tahun 2009 tenBajgk Daerah dan Retribusi
Daerah (UU PDRD) pada tanggal 15 September 200§ gamdangkan dalam lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Secara yuridis formal PBB Pedesaan dan Perkotadahdoerubah pengaturannya dari
pajak pusat menjadi pajak daerah hanya memandaindaU tersebut ditegaskan bahwa

yang menjadi pajak daerah hanya PBB sektor perdetaaperkotaan.ep

a. Tarif Pajak
Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adakbesar 0,5% dan jenis tarif ini
disebut sebagai Tarif tunggal yang berlaku terhaitafek pajak jenis apapun di seluruh

wilayah Indonesia.

b. Dasar Pengenaan PBB :
1) Adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transpied beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jugl, INJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan obyek lain yang sejetas, niali perolehan baru atau

nilai objek pajak pengganti.



2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan oleh tderkKeuangan setiap 3 tahun
sekali, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkaragdahun dengan perkembangan
daerahnya.

3) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual KenaKPggng ditetapkan serendah-
rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dariiNil&l Kena Pajak.

4) Besarnya persentase Nilai jual Kena Pajak ditetaglengan Peraturan Pemerintah
dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

13 Penentuan NJOP

Nilai jual obyek pajak (NJOP) adalah dasar pengemegak yaitu harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli NJOP ditentukaelalui perbandingan harga dengan
obyek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolebaru, atau nilai jual obyek pajak

pengganti.

a. Di dalam penentuan NJOP PBB oleh dirjen pajak CgPRB ditentukan 3 metode
penilaian atau pendekatan penilaian , antara lain
1) Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
2) Pendekatan Biaya (Cos Approach)
3) Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
b. Untuk Cara Penilaian menggunakan 2 cara,yakni :
1) Penilaian Massal (Mass Appraisal)

2) Penilaian Individual (Individual Appraisal



BAB Il

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penulisan untuk mencapai hasil yangnaptmaka diperlukan metode
penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok pataien. Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berik

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisaipskii adalah jenis penelitian
hukum empiris dengan menggunakan metode pendekaatis sosiologis yaitu suatu
pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yangkdkan melalui penelitian dilapangan
secara langsung terhadap kasus enerapan aspekiasdilan pada penetapan njop pbb

pedesaan dan perkotaan berdasarkan UU No 28 T&id@n 2

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih untuk menyuspenelitian ini adalah Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Adapun al@sanlihan lokasi tersebut dengan
pertimbangan bahwa kota Malang merupakan salah lsgttu yang sedang berkembang
sehingga di daerah kota Malang semakin luas wajkp oleh karena itu hal tersebut sangat
terkait dengan proses penelitian yang akan didilisana kantor pelayanan pajak adalah

lembaga yang diberi wewenang oleh negara untukdptmbayaran pajak.

C. Jenis Dan Sumber Data



1. Jenis yang digunakan penulis yaitu :

a. Data primer, yaitu yang digali secara langsung gamber dan lokasi penelitian
yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama MalangdJtar

b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang dipedddidata kepustakaan(buku),
perundang-undangan dan dokumentasi bahan bacaannydai (surat
kabar,majalah,artikel, dan lain-lain). Yang merwgakhasil penelitian dan
pengolahan orang lain yang telah tersedia di p&agaan.

2. Sumber data yang digunakan penulis yaitu :

a. Sumber Data Primer
Adalah sumber data yang diperoleh secara langsanghdrasumber dan lokasi
penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Prat&uot Malang, yang menjadi
pokok bahasan dengan maksud mengadakan pengareg@m&mbuat catatan
mengenai data-data yang sesuai dengan bahasa ipanigikchn dalam penulisan
skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder
Adalah sumber data yang diperoleh dari pustakal, peselitian dari masa media,
karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan bukurétare yang berada di
Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIHuURak Hukum Universitas
Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang atau perpuatakain yang berhubungan
dengan penelitian melalui studi pustaka dengan armabd data yang diperoleh
secara teknis, dan penelusuran situs di interngf studi pustaka terhadap
literature, maupun tulisan bentuk lain yang sesiemgan permasalahan yang

diteliti.



D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk melakukan datzagai bahan penulisan, penulis

menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Data Primer
Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasefigsn dan pada obyek yang diteliti,
sedangkan teknik yang digunakan adalah :
a. Wawancara (interview)
Adalah salah satu teknik pengumpulan data dengem roalakukan Tanya jawab
secara lisan dan langsung antara dua orang atdu Whwancara dilakukan secara
langsung dengan pihak yang akan diwawancarai. Weavanini dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yalemieliti terlebih dahulu
membuat catatan pokok yang akan ditanyakan, téidgk menutup kemungkinan
adanya atau munculnya pertanyaan baru yang digesualengan situai ketika
wawancara dilakukan, sehingga arah wawancara tkyimpang dari pedoman
yang ditetapkan sebelumnya.
b. Observasi Lapangan
Yaitu observasi lapangan dengan melakukan pengansdeara langsung yang
selaras dengan judul, tipe, serta tujuan peneldiam pencatatan secara sistematis
terhadap fenomena sosial yang ada di lapangan.nDaknelitian ini, observasi
langsung dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratsi@ang.
2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian inahdsdbagai berikut :



a. Studi Kepustakaan
Yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan elgarp sumber-sumber
kepustakaan berupa buku-buku literature, peratysarundang-undangan serta
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian in

b. Studi Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin doktdo&nmen serta catatan
penting yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Paatéasang Utara berupa data-

data yang langsung berhubungan dengan peneliiian in

E. Populasi Dan Sampel

Populasi sampel adalah himpunan bagian atau sebagipulasit’ Penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling yaitu peaardample dengan cara mengambil
subyek didasarkan pada tujuan tertenPenarikan asipdilakukan terhadap instansi yang
berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu Karefayanan Pajak Kota Malang karena
Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang adalah badag p@mwenag dalam melakukan
pengawasan dalam pembayaran pajak. Dari populasg ydiambil yaitu Kantor
Pelayanan Pajak Kota Malang tersebut penulis mesampel yang berkaitan dengan
penulisan skripsi ini akan mengkaji bagaimana upigator Pelayanan Pajak Kota
Malang dalam penerapan njop pbb. Dari pengambdampsl di atas maka penulis akan
menarik responden yang diantaranya adalah :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
2. Subseksi Pendataan dan Penilai Kantor Pelayanak Pegtama Malang Utara

F. Teknik Analisis Data

ot Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 119



Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitanadalah deskriptif
analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yaglitiditengan cara memaparkan data
yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaarpelagamatan lapangan, kemudian
dianalisa dengan memberikan kesimpulan. Peneldeskriptif adalah penellitian yang

bertujuan untuk menguraikan tentang permasalahag gkan diteliti.

G. Definisi Operasional Variabel
1. Pengertian Keadilan
Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan smsgatau pihak lain sesuai
dengan haknya.
2. Pengertian NJOP
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh darsdiasi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak ada transaksilgeglINJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan obyek lain yang sejeitas perolehan baru, atau NJOP
pengganti (pasal 1 ayat 3 UU PBB)
3. Pengertian PBE
Pajak Bumi dan Banguna (PBB) merupakan pajak kedmndtas bumi dan/atau
bangunan yang dikenakan terhadap subyek pajak gibb grang/pribadi/badan yang
secara nyata mempunyai hak dan/atau memperolehaataatas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bagun
4. Pengertian PBB Pedesaan dan Perkotaan
PBB sektor pedesaan dan perkotaan merupakan satahpsnerimaan yang

cukup potensial dalam rangka pendapatan asli daétahini sudah barang tentu

% Pajak Bumi dan Bangunan.blogspot.com,diakses pada tgl 23 maret 2012
12 4. Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Bayumedi Publishing 2010, Him 121



didukung oleh data tanah yang dikeluarkan olehdegpertanahan setempat plus data
bangunan yang tersedia di masing-masing dinas jpekeumum. Jadi yang paling

tahu tentang kondisi bumi dan bangunan adalah klaera



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis Kota Malang
S A "
* Secara umum kota Malang sebagai
kota pariwisata, di Jawa Timur karena iklim

dan potensi alam yang dimiliki. Dimana kota

Malang itu terletak di tengah-tengah wilayah
kabupaten Malang yang secara astronomis
terletak di posisil12.6@ujur Timur, 7.06 -
8.02 Lintang selatan dengan batas wilayah
sebagai berikut :
a. Sebelah Utara . Kec. Singosari dan Kec. Karangoplésab Malang ;
Terletak gunung Arjuno
b. Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec.Tumpang, KablamMg dikelilingi
oleh gunung Buring san Semeru
c. Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisajy. Kalang ;
d. Sebelah Barat - Kwe. Wagir dan Kec. Dau, Kab. Mgldan di kelilingi

oleh gunung Kawi dan Panderman.

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang :



a. Klojen 11

b. Blimbing 11

c. Kedungkandang 12

d. Lowokwaru 12

e. Sukun 11

Sumber : RTRW Kota Malang 2008-2028

2. Hidrologi
Dalam RTRW Kota Malang tahun 2008-2028, Kota Malasgliri

beberapa buah sungai yang relatif besar yaitu $uBgantas dengan anak
sungainya yaitu Sungai Metro, Sukun, Bango, dan rdmgp Secara garis besar
daerah aliran sungai dibagi dalam tiga bagian besayah tangkapan hujan,
yaitu :
a. Malang Utara, oleh DAS Bango dan Sungai Amprong
b. Malang Barat, oleh DAS Brantas

c. Malang selatan, oleh DAS Brantas, Sungai Metro,Slamgai Sukun.

3. Geologi dan Morfologi

Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan kegigtan gunungapi
yang terdiri dari tufa, tufa pasiran, breksi gunapg aglomerat, dan lava. Secara
hidrogeologi akumulasi air tanah di Cekungan Malaijgmpai pada lapisan

akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kgdok, yaitu kelompok akuifer



dengan kedalaman kurang dari 40 m, kelompok akd#egan kedalaman antara
40 - 100 m, dan kelompok akuifer dengan kedalam@ara 100 m- 150 m.
Secara morfologi Kota Malang dikelompokkan menfadiiga) satuan morfologi,
yaitu satuan morfologi dataran yang menempati lmaigiagah dan selatan, satuan
morfologi pebukitan bergelombang menempati bagraartdan utara, dan satuan

morfologi pegunungan menempati wilayah bagian batata dan timur.

. Topografi

Kota Malang berada di ketinggian 400 — 600 m darmmukaan laut
dikelilingi oleh wilayah pegunungan antara lain Gng Semeru, Kawi, Arjuno
dan Anjasmoro. Sebagian besar pola bentang alaayahilKota Malang
merupakan dataran rendah dengan kemiringan 0 A% meliputi 96% luas
wilayah Kota Malang, sedangkan sisanya 3,7% meap&kwasan belereng

dengan kemiringan 10 — 16%.

. Klimatologi

Kota Malang memiliki kondisi iklim tropis sebagaime&a umumnya
daerahlainnya di JawaTimur. Berdasarkan RTRW Kogdakly 2008-2028, suhu
udara rata-rata satu tahun Kota Malang pada taB9@ adalah 23,40C, untuk
suhu udara maksimum rata-rata dalam satu tahuala8al40C, sedangkan suhu
udara minimum rata-rata dalam satu tahun sebes20@5Lembab nisbi rata-rata
satu tahun adalah 74% dan penyinaran matahanmatgtalalam satu tahun sebesar

73%. Dari hasil pengamatan stasiun Klimatologi Kgmoso curah hujan yang



relative tinggi terjadi pada bulan Januari, Feldrudiaret, April dan Desember,

sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan Novembain twijan relative rendah.
B. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama MalangUtara™®

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Utara secara regimkan berdasarkan
keputusan menteri keuangan No. 55/PMK.01/2007 @n8d Mei 27 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DireataJendral Pajak. KPP Malang
Utara terletak di JI. Jaksa Agung Suprabto No. P9KElurahan Samaan
Kecamatan Klojen Kota Malang yang sebelumnya add&tatior Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan Kota Malang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mudeoperasi sejak
tanggal 4 Desember 2007. Sejak beroperasinya satapan 2009 Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara telah mengadrasikan 41.696 Wajib
Pajak yang terdaftar dan melaksanakan kewajibgmadan PPh, PPN maupun

PBB di wilayah Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru &wiadya malang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menaptfiyi “Menjadi
institusi pemerintah yang menyelenggarakan systhmirastrasi perpajakan yang
efektif, efisien dan dipercaya masyarakat deng#egiitas dan profesionalisme
yang tinggi”. Sedangkan Misinya adalah “Menghimpemerimaan pajak negara
berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampuwjotk&an kemandirian
pembiayaan anggran pendapatan dan belanja negéabhuinsgstem perpajakan

yang efektif dan efisien”. Motto Pelayanan KPP MagldUtara “Kami Bangga

B Buku profil KPP Pratama Malang Utara



Dapat Melayani Anda Denagn Baik” dan janji pelayana adalah “ Melayani

Dengan Hati Menuju Wajib Pajak Yang Mandiri”

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mamitiigas
melaksanakan pelayanan, pengawasan, administraspe@eriksaan terhadap
Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak ardrahan Nilai, Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Larggdiinnya serta Pajak
Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tdaalatau Bangunan
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturamgeang-undangan yang
berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor PedayBiajak Pratama Malang

Utara mempunyai fungsi,yaitu :

. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian inBrpepajakan, penggalian
potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.

. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahbanata, surat pemberitahuan
masa serta berkas Wajib Pajak.

. Pendataan obyek dan subyek serta penilaian damapaneP BB

. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajinbahan Nilai,
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidakgsung Lainnya serta
PBB dan BPHTB

. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagbkagglesaian keberatan,
penatausahaan banding, dan penyelesaian restilajesk Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang medan Pajak Tidak
Langsung lainnya serta PBB dan BPHTB

. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi parpajak



1. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi Baeamatan di bagian utara Kota
Malang, yaitu :

a. Kecamatan Blimbing dengan spesifikasi :

1) Luas Wilayah £ 17,77 KK

2) Luas Kena PBB : 12,67 KM

3) Jumlah Penduduk : 171.935 Jiwa

4) Jumlah KK : 48,669
Tabel 1

Wilayah Kerja pada Kecamatan Blimbing

Kecamatan Kelurahan WP PKP
Terdaftar | Terdaftar
Blimbing | Jodipan 745 24
Polehan 1.198 22
Kesatrian 2.091 29
Bunulrejo 2.908 118
Purwantoro 4.393 203
Pandanwangi 2.070 48
Blimbing 2.334 113
Purwodadi 1.893 44
Arjosari 1.362 45
Polowijen 1.617 57
Balearjosari 725 14
Jumlah 21.336 717

Sumber : Data Sekunder, 2011, Tidak Diolah



b. Kecamatan Lowokwaru dengan spesifiksi sebagai bierik

1) Luas Wilayah : 22,60 KM
2) Luas Kena PBB £ 18,21 KM
3) Jumlah Penduduk : 182.794 Jiwa
4) Jumlah KK : 43.289
5) Jumlah KK Non Miskin : 39.755
Tabel 2

Wilayah Kerja pada Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Kelurahan WP PKP
Terdaftar | Terdaftar
Lowokwaru | Merjosari 1.134 21
Dinoyo 1.361 70
Sumbersari 1.541 54
Ketawanggede 1.230 29
Jatimulyo 2.406 105
Lowokwaru 3.276 127
Tulusrejo 1.830 68
Mojolangu 3.575 147
Tlogomas 1.457 49
Tunggulwulung 561 17
Tunjungsekar 1.568 35
Jumlah 20.368 729

Sumber : Data Sekunder, 2011, Tidak Diolah



2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratdalang Utara
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

1) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-maamahbila terjadi
penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yaimertlkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikawabhan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk patiksanaan tugas
bawahan.

3) Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungajavkepada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala peyla waktunya.

b. Sub Bagian Umum

1) Melakukan urusan kepegawaian

2) Melakukan urusan keuangan

3) Melakukan urusan tata usaha

4) Melakukan urusan rumah tangga

c. Seksi Pengolahan data dan Informasi

1) Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengelolatn d

2) Penyajian informasi perpajakan, perekaman dokunegpapakan, urusan tata
usaha penerimaan perpajakan

3) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Paroldak atas Tanah
dan Bangunan

4) Pelayanan dukungan teknis computer, pemantauakaspb-SPT dan e

Filing



5) PelaksanaanrS SMIOP danS G, serta penyiapan laporan kinerja.

. Seksi Pelayanan

1) Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukupeajzan

2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan

3) Penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuaa, generimaan surat
lainnya

4) Penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi \Wajidk, serta melakukan
kerjasama perpajakan

. Seksi Penagihan

1) Tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pegakndaan dan
angsuran tunggakan pajak

2) Penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pageka penyimpanan
dokumen-dokumen penagihan

Seksi pemeriksaan

1) Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengapwakksanaan aturan
pemeriksaan

2) Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah PemenksBajak serta
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

1) Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendatbggk dan subyek
pajak.

2) Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai obgajak dalam

menunjang ekstensifikasi



Adapun kendala yang dialami seksi Ekstensifikasukimenggali potensial,
yaitu diantara lain sulitnya mendapatkan data ohstiansi terkait, data uang
tersedia kurangp-to-date, kurangnya tenaga untuk melaksananakan PSL, dan
masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentangjadeap.
h. Seksi pengawasan dan konsultasi I, Seksi Pengavazsatonsultasi I, Seksi
Pengawasan dan Konsultasi lll, serta Seksi Pengenmgen Konsultasi IV.
Masing-masing seksi mempunyai tugas dan fungsi yamga. Perbedaan antara
seksi Pengawasan dan Konsultasi yang satu denigaydaadalah wilayah kerja
yang telah dibagi ke dalam beberapa kelurahan isesumgan pembagiannya
masing-masing. Tugas dari Seksi Pengawasan darukasis
1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakajb Pajak,
bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan Konguleksis perpajakan,
penyusunan profil Wajib Pajak dalam rangka melakukgensifikasi.

2) Usulan pembetulan penetapan pajak, usulan pengurBagak Bumi dan
Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah daB@atgunan.

3) Melakukan evaluasi hasil banding.

3. Cakupan Wilayah PBB

Tabel 3

Keadaan per 1 Januari 2011

Dapat Dikenakan PBB Telah Dikenakan




Blimbing 12.672.122 12.511.928
Lowokwaru 18.212.045 17.981.704
JUMLAH 30.884.045 30.493.632

Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Penduduk
Pegawai Pengusaha
Negeri Swasta Industri | PDG/HTI/REST Jasa
Blimbing 7.536 9.365 4.574 6.687 2.570
Lowokwaru 10.067 1.477 467 6.458 608
JUMLAH 17.603 16.845 5.041 13.145 3.178




Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratdalang Utara

Kepala Kantor

Pj. Subbagian Umum

Seksi Pengolahan Data & Seksi Pengawasan &
Informas Konsultasi |
Seksi Pelayanan Seksi Pengawasan &
Konsultasi |
Seksi Penagihan Seksi Pengawasan &
Konsultasi Il
Seksi Pemeriksaan Kelompok Jabatan Fungsiona!

Seksi Ekstensifikasi Perpajakarp




C. Penerapan Penentuan NJOP PBB oleh Kantor PelayanaRajak Pratama Malang

Utara, sudah sesuaikan dengan aspek-aspek keadifdn

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.2&iT2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). pengalihankF2yani dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah dimkysaling lambat 31 Desember
2013

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sa@h ssimber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan rip¢aian daerah dan dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakdetsaandirian daerah, maka perlu
dilakukan perluasan objek pajak daerah dan reirttaerah dan pemberian dikresi dalam
penetapan tarif. Atas dasar pertimbangan tersetaka pemerintah mengeluarkan UU
No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribaerah (UU PDRD) dalam UU
tersebut juga dijelaskan tentang masa peralihan pdamerintah pusat ke pemerintah
daerah. Dan untuk melaksanakannya perlu koordiaatsira Kementerian Keuangan,
Kementrian Dalam Negeri, dan pemerintah daeramgete adanya pengalihan pajak ini,
maka di setiap kabupaten/kota memiliki kesempatatuku memaksimalkan potensi-
potensi yang bisa dijadikan pendapatan daerah mm&&B-P2 maupun BPHTB. Untuk
itu Kota Malang harus segera menyelesaikan PerafDeerah (Perda) yang menaungi
masalah pungutan PBB-P2 dan BPHTB oleh daerah

Saat ini Kota Malang mendapatkan kesempatan leb#dl antuk sosialisasi dari
491 kota/kabupaten yang ada. Untuk tahun ini, gigilalan sebanyak 140 kota/kabupaten
yang harus mendapatkan sosialisasi. Adapun kotagiedbn yang sudah mengelola PBB

dan BPHTB menjadi pajak daerah ada 17, di antaréwyabaya, Gresik, dan Sidoarjo, .

" Wawancara dengan kepala seksi pendataan dan penilai KPP Malang Utara, tanggal 10 April 2012



Dimana sosialisai ini merupakan program panjangeldarat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan RI hingga tahun 2Ré8ka sosialisasi pengalihan
pajak ini selesai pada tahun 2013, maka kota Maadgh melaksanakan selama 2 tahun
lebih awal dibanding kabupaten/kota yang lain. Jaduk pengelolaan PBB-P2 dan
BPHTB ini kita harus lebih baik dari daerah lailanduntuk sementara ini yang
bertanggung jawab menangani tentang penarikan NBBE Pedesaan dan Perkotaan
adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Ukartessus untuk penarikan NJOP
PBB Perkotaan saja.

Secara yuridis formal PBB sudah berubah pengatyeadari pajak pusat menjadi
Pajak Daerah hanya memang di dalam UU tersebgeadikan bahwa yang menjadi pajak
daerah hanya PBB sektor Pedesaan dan Perkotaamabd85 Pasal yang ada di dalam
UU PDRD ternyata ketentuan yang mengatur tentarig Riya ada di dalam Pasal 77
sampai dengan 84 (8 Pasal saja).

DPRD Kota Malang, Jawa Timur, berupaya membahasarggan peraturan
daerah (Ranperda) pengelolaan Pajak Bumi dan Bang&erdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) setempat agar bisa tuntas awal Janua# P@inkot Malang mempunyai target
pengelolaan PBB-P2 secara mandiri per 1 JanuarB,26dhingga pertengahan 2012
aturan hukumnya, yakni perda harus sudah tuntasdismnahkan ke Kemenkeu. Ada
beberapa ranperda yang harus tuntaskan hingga 2@it®n Perda PBB-P2 ini yang
menjadi prioritas karena ini menjadi salah saturaygelimpahan kewenangan
pengelolaan PBB dan Juni 2012 harus sudah disardgkpusat, selama ini di Dispenda

belum ada bidang PBB. Setelah pelimpahan pengeldk&B ke Pemkot malang ini



berjalan harus ada bidang PBB, karena tanggungbj@aa tugasnya yang cukup berat,
sehingga perlu dibentuk bidang PBB.

Tahun 2011 target PBB dari sekitar 243 ribu wajdjap (WP PBB) di Kota
Malang sebesar Rp37 miliar dan sudah terealisdsh lelari 133 persen. Untuk
merealisasikan pelimpahan pengelolaan PBB-P2 p&ds, 2Pemkot Malang wajib
menyerahkan perda yang mengatur pengelolaan PBRbigr paling lambat 30 Juni
2012. Dispenda dan bagian hukum pemerintah koteam@akkhirnya mengeluarkan
Perda No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan BemmgBedesaan dan Perkotaan

Proses NJOP dilakukan penyempurnaan dan analigairZ(gona nilai tanah /
indikasi rata-rata). Penyempurnaannya dilakukamaen Pengumpulan harga jual obyek
pajak (dilakukan per kelurahan) dan sumber data mErgumpulan harga jual obyek
pajak tersebut bias dari harga transaksi baik RAPR brosur development, internet,

penawaran dari penjual obyek pajak.

Setelah didapatkan dan dikumpulkan dibuat bukuism&lJOP per kelurahdn.

Variabel yang bisa langsung dikontrol sendiri opegmerintah Kabupaten/Kota dan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara adalah dadhmdnetapkan besarnya NJOP tanah dan
bangunan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalahushairga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJd®Ritetapkan sebagai dasar untuk pengenaan
PBB P2 terhadap suatu objek bumi dan atau bangufpabila tidak diperoleh harga transaksi
jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandmnbarga dengan objek lain yang sejenis,

atau nilai perolehan baru, atau NJOP Penggantig danaksud dengan :

> Wawancara dengan kepala seksi pendataan dan penilai KPP Malang Utara, tanggal 17 April 2012



Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejad&ah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan ssmbandingkannya dengan obyek
pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatanfulagsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya,

Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatanffegienentuan nilai jual suatu obyek
pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yargudikkan untuk memperoleh obyek
tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang diigirdengan penyusutan berdasarkan
kondisi fisik obyek tersebut.

Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/neefmehentuan nilai jual suatu obyek

pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyjek prsebut

1. Zona Nilai Tanah (ZNT)

a. Batasannya pada umumnya bersifat imajiner

b. Penentuan batas ZNT mengacu pada batas pengugsaailikan atas bidang objek
pajak. Persyaratan lain yang perlu diperhatikanahdperbedaan nilai tanah antar
zona

c. Penentuan nilai jual bumi sebagai dasar pengend&® ¢e&nderung didasarkan
kepada pendekatan data pasar.

d. Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombuhasihuruf dimulai dari AA
sampai ZZ. Aturan pemberian kode peta ZNT menggeitnberian nomor blok pada
peta desa, kelurahan atau NOP pada blok (secaed)spi

2. Membuat Batas Imajiner ZNT



a. Mempertimbangkan sebaran data harga jual yang tidedalisis dan diplot pada peta
kerja ZNT

b. Pengelompokan (clustering) bidang tanah dalam saflNT dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1) Mempunyai potensi nilai yang mirip
2) Memperoleh askes fasilitas social dan fasilitas mmyang sama
3) Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda

c. Mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah yang telddn peta ZNT-nya, dengan
tetap memperhatikan kemungkinan perubahan batgmé@nderdasarkan dinamika

nilai pasar tanah yang ada

3. Analisis data penentuan NIR (Nilai indikasi rata-rata)

a. Untuk ZNT yang memiliki data harga jual 3 (tigapatlebih maka penentuan NIR
dilakukan dengan cara meratadata harga jual terslebgan menggunakan formulir 3

b. Untuk ZNT yang hanya memiliki data harga jual kgraari tiga maka penentuan NIR
dilakukan dengan cara menentukan objek acuan tiiih untuk memenuhi minimal
tiga data pembanding menggunakan formulir 2a danataeata data harga jual
tersebut dengan menggunakan formulir 3.

c. Untuk ZNT yang tidak memiliki harga jual, penentldiR dilakukan dengan cara :

1) Menentukan niali obyek acuan dengan dari data ZINil lain yang terdekat
dengan menggunakan formulir 2a, sehingga terpetighi data pembanding

kemudian merata-ratakan nilai obyek acuan/data padibg tersebut



faktor lokasi, fisik, jenis penggunaan, sebagaimdoanulir 3a. analisis

2) Mengacu pada NIR dari ZNT lain yang terdekat dengatekukan penyesuaian
penentuan niali indikasi rata-rata (NIR) dari ZNilnl
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

REKAPITULASI ZONA NILAI TANAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA —l

KOTA : MALANG
KECAMATAN : BLIMBING
KELURAHAN : JODIPAN
KODE KELURAHAN  :35.73.030.001
NO | KODE | NIR/M?(Rp.000) NO | KODE | NIR/M?(Rp.000) NO | KODE | NIR/M?(Rp.000)
1|AA 2,279,960 25|AY 221,202 49
2|AB 1,103,974 26|AZ 220,656 50
3|AC 159,768 27(BA 207,922 51
4|AD 245,119 28|BB 707,819 52
5|AE 131,352 29 53
6|AF 798,079 30 54
7|AG 249,902 31 55
8|AH - 32 56
9|Al 398,672 33 57
10(AJ 402,450 34 58
11]|AK 313,466 35 59
12|AL 377,670 36 60
13|AM 285,290 37 61
14|AN 1,001,316 38 62
15|A0 409,469 39 63
16|AP 435,362 40 64
17|AQ 1,329,897 41 65
18|AR 280,159 42 66
19|AS 277,217 43 67
20|AT 255,190 44 68
21|AU 401,030 45 69
22|AV 257,224 46 70
23[AW 752,093 47 71
24|AX - 48 72
Kepala Seksi Ekstensifikasi Petugas Penilai
Indra Hadi Widiyanto Wahidiyat
NIP. 197207311992121001 Mengetahui, NIP. 197103171992011002

Kepala Kantor

Ashari
NIP.196603251992011001



4. Dasar Perhitungan PBB®

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yhkenakan atas bumi dan
bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkBasar hukum pengenaan PBB oleh
Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang No. 28 taB0A tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah hanya memuRR pedesaan dan perkotaan,
sedangkan PBB perkebunan, perhutanan dan pertaarbangsih dikelola oleh Direktorat

Jendral Pajak (DJP).

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Obyek P@&KOP)”. NJOP ditentukan per
wilayah berdasarkan keputusan Kepala Wilayah DorektJendral Pajak dengan terlebih

dahulu memperhatikan :

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksieéilyang terjadi secara wajar.

b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejemg letaknya berdekatan dan telah
diketahui harga jualnya.

c. Nilai perolehan baru.

d. Penentuan nilai jual obyek pengganti

5. Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan UU M. 28 Tahun 2009

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bamgysng tidak kena pajak.
Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kssieendah-rendahnya Rp

10.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

'® Wawancara dengan kepala seksi pendataan dan penilai KPP Malang Utara, tanggal 10 April 2012



a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPBKBnyak satu kali dalam satu
Tahun Pajak.

b. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa Objek Pajalaka yang mendapatkan
pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yandaimga terbesar dan tidak bias

digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.
6. Dasar penghitungan PBB (berdasarkan UU No. 28 Tahug009)*’

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Olfjajak(NJKP). Besarnya NJKP

adalah sebagai berikut :

NJKP = NJOP - NJOPTKP

Besarnya tariff PBB adalah setinggi-tingginya 0,3%

7. Rumus Penghitungan PBB (berdasarkan UU No. 28 TahuR009) :

PBB P2 = TARIF x (NJOP — NJOPTKP

Keterangan:

- PBB P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dankotBan
- Tarif . Maksimal 0,3% tergantung kebijakan tiapdaerah
- NJOP : Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkaleh DJP / Pemda

NJOPTKP : NJOP tidak kena pajak besarnya mihifiguta rupiah per subjek pajak.

Y rumus-cara-menghitung-pbb-p2-pajak-bumi-dan-bangunan-pedesaan-dan-perkotaan.htm diakses pada tgl 30
Mei 2012



Contoh Perhitungan :

Pak Brotowali memiliki tanah seluas 1000 meter ggirdengan NJOP tanah sebesar Rp.
100.000,- permeter persegi. Lalu ia juga memilikmah diatasnya seluas 100 meter
persegi dengan NJOP bangunan Rp. 1.000.000,- parpetsegi. Tarif yang berlaku di

daerah sana adalah 0,2% dan NJOPTKP 10 juta rupiah.

Jawaban :

PBB P2 = 0,2% x (((1.000 x 100.000) + (100 x 1.000)) - 10.000.000)
PBB P2 = 0,2% x ((100.000.000+100.000.000) - 10.000)

PBB P2 = 0,2% x (200.000.000-10.000.000)

PBB P2 = 0,2% x 190.000.000

PBB P2 = Rp. 380.000,-

Keterangan:

Jika NJOP lebih kecil dari NJOPTKP maka wajib pajekk perlu membayar PBB P2

8. Aspek keadilan dari penerapan NJOP PBB Kantor Pelganan Pajak Pratama
Malang Utara didasarkan atas ®
a. Jenis penggunaan nilai paling tinggi untuk bis@sntohnya menaikkan pagu

PBB maupun nilai jual objek pajak (NJOP) tanah Hangunan maupun upaya
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penarikan pajak terutang. Dengan begitu, penerinde@rah dari PBB akan
meningkat.

b. Dianalisa berdasarkan sentral bisnis dari satuyafia missal ; ruko atau
bangunan JI Soekarno Hatta lebih rame dripada dratiaDinoyo, karena Jl
Soekarno Hatta merupakan salah satu sentral hiskiga Malang

c. Dasar aspek keadil=———> Kondisi yang dilil@byek pajak tidak melihat
kondisi WP tapi pajak kebendaannya. Missal : jikem@émpunyai sebuah ruko di
daerah Soekarno Hatta, padahal sebenarnya A itipomgrai ekonomi yang pas-
pas an, tetapi dalam penarikan NJOP PBBnya dikensésuai dengan apa yang
dilihat dari aspek bendanya yaitu sebuah ruko y#ergda di daerah sentral di

Soekarno Hatta.

Bagi WP (Wajib Pajak) yang tidak mampu atau pensiunan punya hak untuk mengajukan

pengurangan pajak tanpa merubah nilai NJOP.

Dari uraian diatas maka Kantor Pelayanan PajalaPi@tMalang Utara merasa
sudah melakukan penerapan penentuan NJOP PBB sadaai dengan aspek keadilan
karena dalam kurun waktu setahun pada 2010-20lderipgaan Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Perdesaaan dan Perkotaan (PBB&Pg) diterima melalui Kanwil
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Il dan lIbikedari Rp 651 miliar. Jumlah itu

melebihi target penerimaan 2010 hingga 112 persen.



D. Hambatan yang dihadapi kantor Pajak Pratama MalangUtara dalam penerapan
NJOP PBB Pedesaan dan Perkotaal?
1. Kekurangan data administrasi dalam menentukan joghitanah akan mempengaruhi
keadilan. Bahkan saat di PBB menjadi pajak penarimusat, dirjen pajak masih
banyak kendala dalam menentukan nialia jual objelakp (NJOP) karena

memerlukan data harga tanah yang up-to-date dalaipamfessional.

2. Belum dapat menentukan Nilai Objek Pajak yang sedeagan harga pasar yang
sesungguhnya. Hali ini disebabkan sulithya memparbhrga pasar yang riil. Karena
kecenderungan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wiaib pajak tidak
melaporkan harga yang sesungguhnya. Pejabat Penfkiat Tanah (PPAT)
biasanya memberikan data yang lebih rendah dagahsesungguhnya untuk tujuan
tertentu, misalnya agar klien terhindar dari Beaolban Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yang tinggi.

3. Banyaknya Wajib Pajak yang tidak mampu membayaakpajikarenakan tidak
mempunyai penghasilan dll.

4. Objek pajak belum tercantum pada peta SIG (sisteformasi geografis) KPP
Pratama sehingga bias terjadi kesalahan penerap@R N

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kepuzam dan juga keahlian di
bidang penilaian untuk dijadikan sebagai penildamlapenentuan Nilai Jual Objek
Pajak. Terbatasnya tenaga penilai yang ahli inggamempengaruhi kinerja Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam hahpereNilai Jual Objek Tanah
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E. Upaya dalam menghadapi hambatan tersebdt

1. Upaya yang dilakukan dalam proses administtasi pengelolaan PBB P2 ini tentu
diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mump8aiah satunya dibutuhkan
SDM untuk penilai (appraiser/valuer) dan operatmmsole. Profesi Penilai dibutuhkan
untuk menghitung NJOP khususnya objek khusus dgekaton standar contohnya,
pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan tol, kampusyah sakit, hotel, restoran,
lapangan golf, gedung bioskop, apartemen, pusdiefsmijaan/mall, SPBU, menara
seluler, toko, ruko, pabrik, bendungan PLTA, pengbdn listrik tenaga panas
bumi/PLTP, tambak ikan, areal pembudidayaan ikaafi@ mutiara, areal
penangkapan ikan di laut, perumahan, pertanianlaarain. Penilaian properti yang
dilakukan oleh tenaga penilai tidak semata ditujukatuk menentukan NJOP, tetapi
dapat juga untuk tujuan yang lain, misalnya mendset daerah, pembebasan tanah
yang adil, penggabungan usaha, peleburan usahaeckpesm usaha, perbankan,

asuransi, tukar guling, pembebasan lahan dan d&mn-|

2. Harus ada pengawasan secara langsung daripggidataan dan penilaian dari KPP
Malang Utara terhadap aparat desa atau PPAT alg&rterjadi lagi penyimpangan harga
pasar yang riil. Dan hendaklah petugas sering nteksieharga dengan bekerjasama
dengan pihak pengembang, sehingga dapat mencaormiagi dengan melihat

perkembangan. Dan juga harus aktif atau tanggdpadap penkembangan kondisi

sekarang.

3. a Dibukakanpintu bagi para pensiunan dan galotigak mampu
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b Jika tidak sesuai dengan kondisi di lapariggik NJOP bangunan dan tanah maka bisa

dilakukan pengajuan keberatan atas hal tersebiaisdia

4. Upaya yang dilakukan melakukan verifikasi lagam untuk menentukan letak relative
obyek pajak sehingga penerapan NJOP sesuai dermgmiisk obyek pajak di lapangan.
Verifikasi lapangan adalah penelitian material yatigkukan ditempat tinggal / tempat
kedudukan dan atau tempat usaha wajib pajak unijuart tertentu berdasarkan Surat

Perintah Verifikasi Lapangaf.

5. Untuk mendukung SDM petugas yang mengelola PBByhti akan mengirimkan 10
orang staf untuk melanjutkan pendidikan di Sekolaiggi Administrasi Negara (STAN)

serta pelatihan-pelatihan untuk staf lainnya. $eiai, lanjutnya, juga sedang melakukan
persiapan untuk kantor khusus pengelolaan PBB tarknperalatan "file mobile" Ini semata-

mata hanya untuk memudahkan petugas saja,.

e Keptusan Direktur Jendral Pajak tentang Tata Cara Verifikasi Lapangan Pajak Penghasilan, pasal 1



BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KaRelayanan Pajak Pratama Malang

Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanpakan jenis Pajak Pusat yang
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah KabupatenKadéam yang selanjutnya disebut Pajak
Daerah sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahuf@ Bftang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD) yang berlaku sejak tanggal 1 Jan2@ti0. Pelaksanaan pelimpahan PBB
Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerahutdiklkukan secara bertahap, yang diatur
oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan MendéainDNegeri dalam jangka waktu paling
lama 4(empat) tahun sejak diberlakuknya UU PDRID aggak tanggal 1 Januari 2010 sampai
waktu paling lama tanggal 31 Desember 2013, artpaga tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi
dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sitei@pkan secara menyeluruh di seluruh

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Dalam pelaksanaan suatu peraturan pemerintah gdeasthambatan yang dihadapi,dan
hambatannya adalah ; Kekurangan data administedsm menentukan nilai jual tanah, Belum
dapat menentukan Nilai Objek Pajak yang sesuai aterftarga pasar yang sesungguhnya,
Banyaknya Wajib Pajak yang tidak mampu membayaakpdikarenakan tidak mempunyai
penghasilan, Objek pajak belum tercantum pada @@ (sistem informasi geografis),
Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kepoaam dan juga keahlian di bidang

penilaian.



Adapun solusinya antara lain Upaya yang dilakukatard proses administrasi dan
pengelolaan PBB P2 ini tentu diperlukan sumber dagmusia (SDM) yang mumpuni dan
dalam pelaksanaan penilaian NJOP harus ada pergawesara langsung dari seksi pendataan
dan penilaian dari KPP Malang Utara terhadap apdeat atau PPAT agar tidak terjadi lagi
penyimpangan harga pasar yang riil dan untuk meamtylSDM petugas yang mengelola PBB-
P2 nanti akan mengirimkan 10 orang staf untuk meflean pendidikan di Sekolah Tinggi

Administrasi Negara (STAN) serta pelatihan-pelatiha

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan psammiasalah yang ada maka saran-
saran yang dapat berguna dalam penerapan aspelaikgatia penetapan NJOP PBB Perdesaan

dan Perkotaan, sebagai berikut :

kebijakan pendaerahan PBB sektor Pedesaan dant&erkmukan lagi merupakan
wacana melainkan sudah dituangkan dalam bentukaydrah ini membawa konsekwensi bagi
pemerintah daerah maupun kantor pelayanan pajeksdiperalihan yaitu sampai dengan batas
waktu penerapan di tahun 2013 harus sudah melakakgkah persiapan dan koordinasi untuk

melakukan peralihan.

Pajak diharapkan langsung dapat disalurkan kepamyarakat, tanpa harus melalui
pemerintah pusat, sebab dengan melihat prosedyalpean pajak di Negara kita yang korup ini
dapat memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terteaontuk untuk melakukan
penyalahgunaan, baik karena ada kesempatan maapenakpengetahuan masyarakat kurang
terhadap pajak sehingga, masalah urusan pajak maBayahanya bias percaya kepada

pemerintah saja.



Bagaimanapun juga, langkah terbaik yang seharusditgsnpuh para pemerintah daerah
maupun Kantor Pajak Pratama Malang Utara dalam ikapiy kebijakan baru ini adalah
segera membenahi dan melengkapi segala kekuraaganagla. Seyogyanya, segala hambatan

dianggap sebagai tantangan dan segala kekuranggadnpeluang.
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